
DENGAN RAHMAT TOHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MINAHASA SELATAN, 

a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap beban kerja pada seluruh 
Satuan Kerja Perangkat Daerah, dimana Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, 
Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan, Badan 

' Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa 
Selatan, Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Minahasa Selatan serta Pengelola Keuangan pada 
Bagian Layanan Administrasi dan Keuangan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Minahasa Selatan masuk kategori yang memil�ki 
beban kerja khusus, maka dipandang perlu mengatur kembali 
ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Bupati Minahasa Selatan .; � '1 r 

.r, 

Nomor 1 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Pemberian Tarnbahan rt"\: 
I I I Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah • 

Kabupaten Minahasa Selatan, dan menetapkannya dengan 
Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa 
Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa 
Sela tan Nomor 1 Tahun 201 7 ten tang Tata Cara Pemberian 
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan 

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi 

I 
Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 

t 
tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia' 
Nomor 4273); 

BUPATI MINAHASA S LA A 
PROVINSI SULAWESI UTARA 

PERATORAN BOPA:,r'I MINAHASA SELATAN 
NOMOR ;e,· TAHON 2017 

PERUBAHAN PERATORAN BOPATI NOMOR 1 TAHON 2017 

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKONGAN PEMERINTAH KABOPATEN MINAHASA SELATAN 



j • 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 
I 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia . 
Nomor 5494); ,. 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 
Gaji PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang 
Peraturan Gaji PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 123); 

11. Peraturan Menteri .. .'. 
I • 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5135); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daer ah; 



21. Peraturan Bupati ... 

Perikanan 
Ka bu paten 

Nomor 6 Seri D); 

14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 

-: 
.• • ti'• 

15. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 36 Tahun 201'6 ·•·1""� 
• 

I • 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan ' 
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten 
Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan 
Tahun 2016 Nomor 36); 

16. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 37 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok 'dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan · Dan 
Olaraga Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten 
Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 37); 

17. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 38 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan 
Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan 
Kebakaran Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah 

I 
Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 38); 

18. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 39 Tahun 20i'6 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang 
Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Departemen Dalam Negeri; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5135); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 9 Tahun 
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2006 
Nomor 9 Seri E); 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan Dan 
Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah 
Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 39); 

19. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 40 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan 
Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian Dan 
Pengembangan Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah 
Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 40); 

20. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 41 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupatpn 
Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan 
Tahun 2016 Nomor 41); 



21. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 42 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha ·Kecil Dan 
Menengah Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah 
Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 42); 

22. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 43 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok Dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa 
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 
2016 Nomor 43); 

23. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 44 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 

I 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 
Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan 
Tahun 2016 Nomor 44); 

24. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 45 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Parawisata Kabupaten Minahasa 
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 
2016 Nomor 45); 

25. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 46 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa 
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 
2016 Nomor 46); 

26. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 4 7 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 
Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Kabupat�n 
Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan 
Tahun 2016 Nomor 47); . .. 

27. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 48 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 
Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah 
Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 48; 

28. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 49 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 
Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Minahasa 
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 
2016 Nomor 54); 

29. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 50 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten 

·,· .. , 
Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 50); 

30. Peraturan Bupati ... 



39. Peraturan Bupati ... 

30. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 51 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Minahasa 
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 
2016 Nomor 51); 

31. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 52 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan 
Ruang Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten 
Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 52); 

32. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 53 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Ka\l\Tasan 
Pemukiman Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah 
Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 53); 

33. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 54 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten 
Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 54); 

34. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 55 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 
Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten 
Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 55); 

35. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 56 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan 

I 
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten ., . 
Minahasa Selatan [Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan ".� 1 •• : • 

Tahun 2016 Nomor 56); 
36. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 57 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika 
Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten 
Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 57); 

37. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 59 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kerarsipan 
Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten 
Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 59); 

38. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 60 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dfl-Il 
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan PerlinduriganAnak 
Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten .. 1 
Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 60); 



PASAL 1 

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI INAHASA 
SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA 
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI 
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
MINAHASA SELATAN 

39. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 61 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Minahasa 
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 
2016 Nomor 61); 

40. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 62 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas Pokok dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten 
Minahasa Sela tan Tahun 2016 Nomor 62); 

41. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 64 Tahun 20116 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah · . . 
Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 64); 

42. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 65 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Minahasa selatan (Berita Daerah Kabupaten 
Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 65); 

43. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 68 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Minahasa Selatan (Berita Daerah Kabupaten 
Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 68); 

44. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 70 Tahun 20t6 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Selatan .. 
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Disiplin Jam Kerja Bagi Aparatur 
Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahas� ·"' 11, ·1; I ,,1, .. 
Selatan (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahuri ' 
2016 Nomor 70). 

,,. 

Mengubah beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati 
Minahasa Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang 'Tata Cara · 
Pemberian Tambahan Penghasilan di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Minahasa Selatan Pasal 7 ayat (1) sehingga 
keseluruhan Pasal 7 bebunyi sebagai berikut: 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 



Ditetapkan di Amurang 
Pada tanggal ..Z 3 Jo,n,.i.,-,,.,· 

BUPATI MINlJIAS SELATAN, 

2017 

"Pasal 7" 

PASAL II 

(1) TPP berdasarkan Beban Kerja Khusus sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada SKPD : 
a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Minahasa Selatan; 
b. Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan; 
c. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Minahasa Selatan; 
d. Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Minahasa Selatan; dan I 
e. Pengelola Keuangan pada Bagian Layanan Administrasi dan 

Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan: 
(2) Besaran pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Minahasa Selatan. 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MINAHA SELATAN, 

Diundangkan di Amurang 
Pada tanggal 2. � ?c�"� 

I• • 

· BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 


